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ABSTRAK

MUH. BAHRUL ULUM, 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Status
Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Keadilan
Gustav Radbruch, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam
Negeri Kediri, Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.Hum. 2. Dr.
Ilham Tohari, S.HI., M.HI.

Kata Kunci: Peraturan, Status Perkawinan, Keadilan.

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang memberikan
kepastian status hukum pasangan suami istri, anak-anak, serta akses terhadap
layanan administrasi dan publik. Namun dengan adanya permendagri nomor 108
tahun 2019 tidak sinkron dengan aturan pencatatan perkawinan yang
mengakibatkan ketikadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum
adanya aturan kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga
dan mengkaji kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga
melalui perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, yang menekankan keadilan.

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif, yang
menggunakan pendekata perundang-undangan dan analisis. Untuk menjawab
rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan
hukum skunder dan bahan nonhukum yang dikumpulkan dengan menggunakan
teknik studi kepustakaan (library research) kemudian, dianalisis dengan tujuan
memecahkan masalah dan menggambarkan masalah lewat menghimpun data-data,
kompilasi, serta analisis.

Akibat hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 108 Tahun 2019 terhadap pencatatan pernikahan adalah tidak
terlindungnya perempuan sebagai istri dikarenakan tidak diakunya sebauah
perkawinan, tidak mendukung efektifitas hukum dikarenakan menimbulkan
persoalan lain di tengah-tengah dinamika sosial masyarakat, dan status
perkawinan tidak diakui oleh negara yang mengakibatkan tidak adanya
perlindungan hukum jika terjadi sesuatu pada keluarga tersebut. Selain itu
kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam Kartu keluarga perspektif teori
keadilan Gustav Radbruch tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, karena tidak
memenuahi aspek keselarasan, yaitu tidak selaras dengan peraturan perundang-
undangan diatasnya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil, tidak adanya aspek keserasian yaitu tidak adanya keserasian
antara hak dan kewajiban subjek hukum karena adanya persamaan hak
perkawinan tercatat dan perkawinan belum tercatat, dan tidak adanya aspek
keseimbangan atu keharmonisan karena tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor | Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
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ABSTRACT

MUH. BAHRUL ULUM, 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Status
Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Keadilan
Gustav Radbruch, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam
Negeri Kediri, Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.Hum. 2. Dr.
Ilham Tohari, S.HI., M.HI.

Kata Kunci: Peraturan, Status Perkawinan, Keadilan.

Marriage registration is a legal obligation that provides certainty of legal
status for married couples, children, and access to administrative services and
public services. However, the existence of Permendagri number 108 of 2019 is
not synchronized with the rules of marriage registration which results in injustice.
This study aims to examine the legal consequences of the policy rules on the
status of marriages that are not recorded in the family card and examine the policy
on the status of marriages that are not recorded in the family card through the
perspective of Gustav Radbruch's theory of justice which emphasizes justice.

This research is included as normative legal research, which uses
statutory and analytical approaches. To answer the formulation of problems in this
study using primary legal materials, secondary legal materials and non-legal
materials collected using library research techniques, then, analyzed with the aim
of solving problems and describing problems through collecting data,
compilation, and analysis.

The legal consequences arising from Regulation of the Minister of Home
Affairs Number 108 of 2019 on marriage registration are that women are not
protected as wives because a marriage is not recognized, does not support legal
effectiveness because it creates other problems in the midst of the social dynamics
of society, and marital status is not recognized by the state which results in no
legal protection if something happens to the family. In addition, the policy of
unregistered marital status in the family card from the perspective of Gustav
Radbruch's theory of justice does not fulfill the values of justice, because it does
not fulfill the aspect of harmony, which is not in harmony with the laws and
regulations above it, namely Presidential Regulation of the Republic of Indonesia
Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population
Registration and Civil Registration, There is no aspect of harmony, namely the
absence of harmony between the rights and obligations of legal subjects because
of the equal rights of registered marriages and unregistered marriages, and there is
no aspect of balance or harmony because it is not in accordance with Article 2 of
Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 4 of the Presidential
Instruction of the Republic of Indonesia Number | of 1991 concerning the
Compilation of Islamic Law.
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